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5DAFTAR TRANSLITERASI
A. Transliterasi
1. Konsonan
Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai berikut:
b : ب z : ز f : ف
t : ت s : س q : ق
ts : ث sy : ش k : ك
j : ج sh : ص l : ل
h : ح dh : ض m : م
kh : خ th : ط n : ن
d : د zh : ظ w : و
dz : ذ ' : ع h : ه
r : ر gh : غ y : ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').
2. Vokal dan Diftong
a. Vokal atau bunyi (a), (i) dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:
Vokal Pendek Panjang
Fathah a â
Kasrah i î
Dammah u û
6b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya:
bayn dan qawl.
1) Syahadah dilambangkan dengan konsonan ganda.
2) Kata sandang al- (alif lam ma'rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali bila
terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar
(Al-) Contohnya: Al-qur’an.
3) Ta’ marbutha (ة) ditranliterasikan dengan t. Tetapi jika ia terletak di akhir
huruf h.Contohnya: Fatimah
4) Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata atau kalimat yang
belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat yang
sudah dibakukan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak
ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Al-Qur’an,
sunnah dan khusus. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks
Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh, misalnya:
ﺖﯿﺒﻟ ا ﻞھ ا (Ahl Al-Bayt).
B. Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
1. BPK = Badan Pemeriksa Keuangan
2. H. = Hijriah
3. HIR = Het Hezelane Inland Reglement
4. KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. KUHAP = Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
76. M. = Masehi
7. PBB = Perserikatan Bangsa-Bangsa
8. PPATK = Pusat Pelaporan dan Anaisis Transaksi Keuangan
9. Q.S...(...).... = Quran, Surah....., ayat.....
10. ra. = Radiyalllahu ‘Anhu
11. saw. = Salla Allâhu 'Alayhi wa Sallam
12. swt. = Subhanahû wata'alâ
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya semoga kita senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Teriring salam dan
salawat pada junjungan Rasulullah SAW dan Keluarga yang dicintainya beserta
sahabat-sahabatnya, sehingga skripsi
yang berjudul “KAJIAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS DAMPAK
PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI DESA BARUGA RIATTANG KECAMATAN BULUKUMPA
KABUPATEN BULUKUMBA” ini, dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat
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ABSTRAK
Samsir, Nomor Induk Mahasiswa 10300109023, Jurusan Hukum Pidana Dan
Ketatanegaraan Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar menyusun skripsi dengan judul:
“KAJIAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS DAMPAK PEMEKARAN
WILAYAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
BARUGA RIATTANG KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN
BULUKUMBA” di bawah bimbingan Drs. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag dan Dra. Nila
Sastrawati, M.Si
Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan efektifitas permendagri nomor 28
tahun 2006 tentang peraturan desa di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa
Kabupaten Bulukumba dan dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan
masyarakat di Desa Baruga Riattang serta kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak
yang ingin memekarkan desa Baruga Riattang. Tipe penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan
pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti, dimana peneliti mengadakan
Tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti
serta ditunjang oleh data sekunder. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian
ini adalah unsur penyelenggara pemekaran Desa Baruga Riattang dan Tokoh
masyarakat Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
dengan sampel 15 kepala keluarga yang telah terpilih diberikan angket, kemudian
hasil dari data tersebut di analisa secara kualitatif.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas Permendagri Nomor 28
tahun 2006 tentang desa sudah diterapkan dengan baik. Dampak  pemekaran wilayah
terhadap kesejaheraan masyarakat meningkat dari segi ekonomi, pembangunan,
pendidikan dan infrasruktur pemerintahan. Kendala yang dihadapi dalams pemekaran
wilayah di Desa Baruga Riattang adalah kepala Desa Induk tidak menyetujui danya
pemekaran wilayah dan susahnya mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh di
Desa induk.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas
desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi
daerah. Karena itu, pasal 18 undang-undang dasar 1945 antara lain menyatakan
bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk
dan susunan pemerintahannya ditetapakn dengan undang-undang. Dalam
penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa “oleh karena Negara
Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah
dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia  akan dibagi
dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih
kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek en locale rechtgemeen-
schappen) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan
ditetapkan dengan undang-undang”. Di daerah-daerah otonom akan diadakan
Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan
bersendi atau permusyawaratan.1
Fungsi pemerintah baik pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik,
pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan
tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan
pemerintahan desa berhubungan dengan tiga fungsi yang dimiliki pemerintahan
1HAW.Widjaja, otonomi desa, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.1
2desa : pertama,  memberikan pelayanan pada masyarakat. Kedua, melakukan
pembangunan, ketiga menciptakan ketenteraman, ketertiban dan keamanan
masyarakat. Contohnya: membuatkan surat keterangan  miskin bagi warga yang
berhak, membangun jalan, dan adanya hansip (pertahanan sipil).2
Masalah kesejahteraan tidak terlepas dari tanggung jawab pemimpin hal
ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW.
ﷲ َلﻮُﺳَر ﱠنأ ﮫﻨَﻋ ُﷲ ﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ِﻦﺑ ِﷲ ِﺪْﺒَﻋ ُﺚﯾِﺪَﺣ َﺻ ُﷲ ﻰﻠﺳو ِﮫﯿﻠﻋ :َلﺎَﻗ ،َﻢﻠ
ﻰﻠَﻋ يِﺬﻟا ُﺮْﯿِﻣﻷﺎﻓ ،ِﮫِﺘﯿِﻋَر ﻦَﻋ ٌلُْﻮﺌْﺴَﻤﻓ ٍعاَر ْﻢُﻜﱡﻠُﻛﻨﻟا َر ِسﺎ َﻣ َﻮُھَو ٍعا ٌلﻮﺌﺴ ،ْﻢُﮭْﻨَﻋ
ةأْﺮَﻤﻟاو ،ﻢﮭﻨَﻋ لﻮﺌْﺴَﻣ ﻮھَو ِﮫِﺘﯿَﺑ ِﻞھأ ﻰﻠَﻋ ٍعاَر ُﻞُﺟ ﱠﺮﻟاواَر َﻋ ﺔﯿِﻋ َﺑ ِﺖْﯿَﺑ ﻰﻠ ﺎَﮭِﻠْﻌ
 ِلﺎَﻣ ﻰﻠﻋ ٍعاَر ُﺪَْﺒﻌﻟاَو ،ْﻢُﮭْﻨَﻋ ٌﺔَﻟُْﻮﺌْﺴَﻣ َﻲِھو ِهِﺪﻟَوَو َﺳهِﺪِّﯿ ْﺴَﻣ َﻮُھَو ﱡﻠَُﻜﻓ َﻻأ ،ُﮫْﻨَﻋ ٌلُْﻮﺌ ْﻢُﻜ
 ْﻦَﻋ ٌلُْﻮﺌْﺴَﻣ ْﻢُﻜﱡﻠُﻛَو عاَر.(يرﺎﺨﺒﻟا ﮫﺟﺮﺧأ) ِﮫِﺘﱠﯿِﻋَر
Artinya: Abdullah bin Umar r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda:  Kalian semua
pemimpin (pemelihara) dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya.
Seorang raja (pemimpin) memelihara rakyat dan akan ditanya tentang
pemeliharaannya itu. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan
ditanya tentang kepemimpinannya.  Seorang ibu memimpin rumah
suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya.
Seorang hamba (buruh) memelihara harta milik majikannya dan akan
ditanya tentang pemeliharaannya.  Camkanlah bahwa kalian semua
memimpin (memelihara) dan akan dituntut pertanggung jawaban
kepemimpinannya itu (H.R. al-Bukhari).3
Dari hadis tersebut dapat kita ketehui bahwa dalam ajaran islam pemimpin
sangat dianjurkan untuk bertanggung jawab tentunya hal demikian juga sangat
berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, tanggung jawab yang berujung
2Nurcholis. Hanif, pemerintahan desa, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.103-104
3Fuad. Muhammad, Al-Lu’lu wal Marjan (2): Himpunan Hadits-hadits yang disepakati
oleh Bukhari Muslim, ( Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2003), h.713
3terhadap pelayanan pemerintah terhadap rakyatnya memicu kehidupan yang
bermasyarakat yang damai adil dan sejahtera karena kesejahteraan masyarakat
pada dasarnya adalah buah dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah.
Dengan pelayanan publik yang baik maka kesejahteraan masyarakat juga
berpeluang besar untuk membaik. Di era globalisasi ini misi pemerintahan tidak
lagi bertumpuh pada pengaturan. Akan tetapi telah bergeser kepada pelayanan.
Dimana pemerintahan tidak lagi hanya mengatur dan menciptakan prosedur-
prosedur akan tetapi lebih pada pemberian pelayanan yang baik kepada
masyarakat.
Dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu
pengaruh yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatife dengan cara
perluasan daerah pemerintahan dengan keadaan , keamanan, keselamatan,
ketentraman dan keadaaan sejahtera masyarakat yang sistem budaya dan sistem
sosial yang mendukung mata pencaharian.
Bahkan masalah pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparat
birokrasi pemerintah merupakan satu masalah penting bahkan seringkali variable
ini dijadikan alat ukur menilai keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pokok
pemerintah. Aspek pelayanan merupakan bagian integral dalam strategi
pengembangan tugas dan fungsi pemerintahan, untuk itu aspek perhatian terhadap
kualitas pelayanan publik merupakan parameter dari keberhasilan birokrasi dalam
pemuasan publik. Dalil dibawah ini menjelaskan bagaimana seorang pemimpin
bertindak sebagai pelayan bagi rakyatnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
 ِﻲﻓ ٍرﺎَﺴَﯾ ِﻦﺑ َﻞِﻘﻌَﻣ َدﺎَﻋ ٍدﺎَﯾز ِﻦﺑ ِﷲ َﺪَْﯿﺒُﻋ ﱠنأ ﻦَﺴَﺤﻟا ﻦَﻋ رٍﺎَﺴَﯾ ِﻦﺑ ﻞِﻘﻌَﻣ ﺚﯾﺪَﺣ
إ :ﻞِﻘْﻌَﻣ ُﮫﻟ لﺎﻘﻓ ،ِﮫِﯿﻓ َتﺎَﻣ يِﺬﱠﻟا ِﮫِﺿَﺮَﻣ ِّن ِلْﻮُﺳَر ْﻦِﻣ ُُﮫﺘْﻌِﻤَﺳ ًﺎﺜﯾِﺪَﺣ َﻚﺛ ِّﺪَﺤُﻣ ي
4 ٍﺪْﺒَﻋ ْﻦِﻣ ﺎَﻣ :ُلﻮﻘﯾ َﻢﻠَﺳَو ِﮫﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﻠَﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ُﺖْﻌِﻤَﺳ ،َﻢﻠﺳو ِﮫﯿﻠﻋ ُﷲ ﻰﻠَﺻ ِﷲ
(يرﺎﺨﺒﻟا ﮫﺟﺮﺧأ) ِﺔﱠﻨَﺠﻟا َﺔَِﺤﺋاَر ْﺪَِﺠﯾ ْﻢﻟ ﻻإ ﺔَﺤْﯿِﺼَِﻨﺑ ﺎَﮭْﻄُﺤَﯾ ْﻢﻠﻓ ًﺔﱠﯿِﻋَر ُﷲ ُهﺎَﻋَْﺮﺘْﺳا.
Artinya: Al-Hasan berkata: Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma’qil bin Yasar r.a.
ketika sakit yang menyebabkan matinya, maka Ma’qil berkata Ubaidillah
bin Ziyad: Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang telah
aku dengar dari Rasulullah saw: Aku telah mendengar Nabi saw bersabda:
Tiada seorang hamba yang dipelihara rakyat oleh Allah lalu ia tidak
memeliharanya dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan
padanya bau surga (H.R. al-Bukhari).4
Dari hadis tersebut jelas bahwa memelihara atau melayani masyarakat
adalah perbuatan yang terpuji sehingga dewasa ini sepatutnyalah seorang
pemimpin harus bertindak sebagai pelayan bagi masyarakatnya karena dengan itu
kesejahteraan akan mudah terwujud. Pelayanan yang berkualitas merupakan
harapan yang didambakan masyarakat karena masyarakat menganggap bahwa hal
itu merupakan hak yang harus diperolehnya. Khususnya di era reformasi sekarang
ini pemerintah memberikan perhatian yang serius dalam upaya peningkatan dan
perbaikan mutu pelayanan. Antisipasi terhadap tuntutan pelayanan yang baik
membawa suatu konsekuensi logis bagi pemerintah untuk memberikan
perubahan-perubahan terhadap pola budaya kerja aparatur pemerintah.
Pemekaran wilayah di Indonesia di era reformasi (1999-sekarang),
problematika yang dihadapinya secara alternatif pemecahan masalah. Namun
tidak sepenuhnya didasari oleh pandangan-pandangan normatif –teoritis seperti
yang tersurat dalam peraturan pemekaran wilayah atau dalam teori-teori
desentralisasi yang dikemukakan oleh banyak pakar yaitu: untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokrasi lokal, memaksimalkan
akses publik kepemerintahan, mendekatkan pemerintah dengan rakayatnya,
4Fuad. Muhammad, Al-Lu’lu wal Marjan (2): Himpunan Hadits-hadits yang disepakati
oleh Bukhari Muslim, ( Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2003), h.710
5menyediakan pelayanan publik sebaik dan seefisien mungkin. Sebaiknya, tujuan-
tujuan politik-pragmatis seperti untuk merespons separatisme agama dan etnis,
membangun citra rezim sebagai rezim yang demokratis, memperkuat legitimasi
rezim yang berkuasa, dan karna self-interest dari para aktor (daerah dan pusat),
merupakan faktor-faktor yang lebih dominan politisasi dan pragmatisme dalam
pemekaran wilayah seperti itulah yang akhirnya menimbulkan banyak masalah
atau komplikasi di daerah-daerah pemekaran, daerah induk dan juga daerah
pusat.5
Sebagaimana diketahui bersama, Indonesia adalah Negara yang
berpenduduk lebih dari 200 jiwa dan bersifat majemuk (plural) dalam hal-hal
etnis, bahasa Daerah, agama, budaya, geografi, demografi, dan lain-lain. Kurang
lebih terdapat sekitar 656 suku di seluruh nusantara di mana 1/6 antaranya (sekitar
109 suku) tinggal di Indonesia barat ( jawa dan Sumatra) dan selebihnya di
Indonesia timur. Pengelompokan etnis tersebut sering kali bertindihan dengan
pengelompokan agama. Misalnya, etnis Ambon umumnya beragama Kristen dan
etnis Bugis sebagian besar beragama islam. Sehubungan dengan itu maka
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah masa reformasi merupakan kebijakan
yang tepat untuk merespon keseragaman tersebut.6
Secara yuridis formal, UU No.32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No.22
Tahun 1999) dan PP No. 129 Tahun 2000 (tentang Persayaratan Pembentukan dan
Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah)  saat ini PP No.
129 Tahun 2000 sedang dalam proses penyelesaian revisi merupakan rujukan
hukum pemekaran wilayah dari tahun 1999 hingga sekarang. Walaupun baik UU
No. 32 maupun PP No. 129 sama-sama mengandung kelemahan, namun beberapa
5Ratnawati. Tri, pemekaran daerah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.10
6Ratnawati. Tri, pemekaran daerah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.10
6prinsip kebijakan pemekaran dalam kedua aturan tersebut perlu diketahui, bahwa
tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah
meningkatkan  kesjahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan
demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi
daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi
antara pusat dan daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan pemekaran dan
pembentukan suatu daerah baru harus menjamin tercapainya akselerasi
pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.7
Syarat-syarat pembentukan desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Pembentukan, Penggabungan Desa da Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan,
atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa
di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa telah menjadi hal yang wajar bila
ditinjau dari segi kebutuhan masyarakat akan akses pelayanan publik. Namun
demikian, jangan sampai kita melupakan legalitas dan syarat pembetukan desa itu
sendiri. Sebab hal inilah yang menjadi indikator penilaian kelayakan pembentukan
desa.
Ada 7 aspek yang perlu diperhatikan yaitu :
1. Jumlah penduduk
Dalam membentuk sebuah desa harus memperhatikan jumlah penduduk
yang ada, dimana telah ditetapkan standar untuk wilayah Jawa dan Bali
paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK, wilayah Sumatera dan Sulawesi
7Ratnawati. Tri, pemekaran daerah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.23
7paling sedikit 1000 orang atau 200 KK. Sedangkan untuk desa yang
berada di wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku dan Papua minimal
berjumlah 750 jiwa atau 75 KK.
2. Luas wilayah
Artinya luas wilayah desa yang akan dibentuk dapat dijangkau dalam hal
pelaksanaan pelayanan publik dan pembinaan kepada masyarakatnya.
3. Bagian wilayah kerja
Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar
dusun.
4. Sosial budaya
Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama
dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
5. Potensi desa
Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
6. Batas desa
Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan
dengan peraturan daerah.
7. Sarana dan prasarana pemerintahan.
Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan (kantor desa,
kelembagaan desa, aparat) merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh
sebuah desa baru.
Tatacara pembentukan Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan
memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling
sedikit 5 (lima) tahun; pasal 5
81. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa.
2. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan
Kepala Desa.
3. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul
masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan
Desa.
4. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada
Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat
BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk.
5. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa,
Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim
Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk,
yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota.
6. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa
baru, Bupati/ Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan Desa.
7. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa
sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah
desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara
tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk.
8. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan
unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna
DPRD.
99. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas
Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila
diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur
masyarakat desa.
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah
disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh
Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah.
11. Peryampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa
sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan
DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan
bersama.
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagai:
dimaksud pada huruf  k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui
bersama.
13. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana
dimaksud pada huruf 1, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan
Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.8
Cerita-cerita sukses pemekaran cenderung kurang bila
dibandingkan dengan realita banyaknya permasalahan yang terjadi di
daerah pemekaran. Beberapa contoh permasalahan-permasalahan itu
adalah konflik dengan kekerasan, menurunnya jumlah penduduk dan PAD
8Mendagri, Peraturan Pemeritah dalam Negeri, No. 28 than 2006. Tentang Pembentukan
Penghapusan Penggabungan Desa Menjadi Kelurahan, diakses pada hari Minggu 01 September
2013 pukul 20.20
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secara drastis, menyempitnya luas wilayah dan beban daerah induk,
perebutan wilayah dan masalah ibu kota pemekaran, dan perebutan aset.
B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakangs masalah diatas, maka penulis merumuskan
suatu masalah yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu apa dampak
pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan
kajian sosiologis dan yuridis.
1. Bagaimana Efektifitas peraturan mentri dalam negeri nomor 28 tahun
2006 tentang pembentukan desa?
2. Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan
masyarakat di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten
Bulukumba?
3. Apa kendala terhadap pemekaran wilayah di Desa Baruga Riattang
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?
Dalam membahas persoalan yang terkait dengan dampak dam
perkembangan setelah pemekaran wilayah dilakukan maka tentunya
membutuhkan postu anlisa yang luas sehingga spesifikasi kajian penelitian yang
menguras energi intelektual, perlu di letakkan dalam ruang sempit pembahasan
dan terbatas pada titik persoalan terkait dampak pemekaran wilayah terhadap
kesejahteraan msasyarakat sesuai prosedur admistrasi dan legitimasi sesui
peraturan yang berlaku.
C. Pengertian Judul
Judul yang di angkat dalam skripsi ini terdapat istilah-istilah yang
memerlukan terjemahan atau pengertian dengan gambaran yang jelas, agar
11
menghindari penafsiran yang keliru terhadap makna dan maksud yang terkandung
dalam topik pembahasan skripsi ini, maka penulis menguraikan kata-kata atau
beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut.
Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif
maupun positif).9
Pemekaran adalah proses, cara, pembuatan menjadikan bertambah besar
(luas, banyak, lebar).10
Wilayah adalah daerah ( kekuasaan, pemerintahan, penangawasan)
lingkungan daerah (profensi, kabupaten/kota, kecamatan, desa).11
Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera; keamanan,
keselamatan, ketentraman. Kesejahteraan sosial keadaan sejahtera
masyarakat.12
Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan
terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat
dalam arti Bahasa ialah kelompok orang yang merasa memiliki bahasa
bersama, yang merasa masuk dalam kelompok itu, atau yang berpegang
pada bahasa standar yang sama. Masyarakat dalam arti Desa masyarakat
yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama dalam sektor
9 Kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.291
10 Kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.895
11 Kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1562
12 Kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1241
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bercocok tanam, perikanan, peternakan atau gabungan dari kesemuanya
itu, dan yang system budaya dan system sosialnya mendukung mata
pencaharian itu.13
Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang
saling mengenal , hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang
relatif sama dan mempunyai tatacara sendiri dalam mengatur kehidupan
kemasyarakatannya.14
Berdasarkan definisi dari berbagai literature di atas dapat dikemukakan
bahwa “kajian yuridis dan sosiologis dampak pemekaran wilayah terhadap
kesejahteraan masyarakat di Desa Baruga Riattang Kec. Bulukumpa Kab.
Bulukumba” adalah  meninjau secara hukum dan keadaan masyarakat atas
dampak pemekaran wilayah guna mengetahui mekanisme kerja aparatur desa dan
bagaimana tata cara pemekaran wilayah menurut peraturan mentri dalam negeri
nomor 28 tahun 2006 tentang pembentukan desa.
13 Kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 885
14 Nurcholis. Hanif, pemerintahan desa, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.2
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pemekaran Wilayah
1. Pengertian pemekaran daerah
Di era otonomi daerah sekarang ini, kata pemekaran daerah sudah menjadi
kata yang tak asing lagi bagi kita. Kata itu sudah sering kita dengar dalam
keseharian kita, pemekaran daerah merupakan bagian dari desentralisasi dan
otonomi daerah. Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata
asalnya, yaitu mekar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti :
1) Berkembang menjadi terbuka,
2) Menjadi besar dan gembung,
3) menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus,
4) Mulai timbul dan berkembang.15
Definisi pemekaran daerah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, masih
menjadi perdebatan, karena dirasakan tidak relevan dengan makna pemekaran
daerah yang kenyataannya malah terjadi penyempitan wilayah atau menjadikan
wilayah menjadi kecil dari sebelumnya karena seringkali pemekaran daerah itu
bukan penggabungan dua atau lebih daerah otonom yang membentuk daerah
otonom baru. Akan tetapi, pemecahan daerah otonom menjadi dua atau lebih
daerah otonom baru.
Pemekaran daerah merupakan suatu proses pembagian daerah menjadi dua
daerah atau lebih dalam satu wilayah, dengan tujuan untuk meningkatkan
15 Purwadarminto. WJS, kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1984),
h.132
14
kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah
diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari
keberhasilan otonomi daerah.16
Pada 2006 Depdagri juga telah mendaftar sekitar 110 usulan /proposal
pembentukan kabupaten/ kota baru dan 21 usulan pembentukan provinsi baru.17
Berdasarkan data tersebut, saya melihat adanya pemekaran wilayah secara besar-
besaran, sehingga saya mengarah pada kecurigaan bahwa pemekaran yang
bertujuan untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan
demokrasi lokal, memaksimalkan aksess pelayanan pulik ke pemerintahan,
mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, menyediakan pelayanan public
sebaik dan seefisien mungkin, berubah menjadi semacam bisnis  atau industri
pemekaran yang menggiurkan elit-elit pusat dan elit-elit lokal.
Maraknya pemekaran wilayah ini di satu pihak perlu disyukuri Karena
memberikan tempat bagi aspirasi, keberagaman dan otonomi lokal, sesuatu yang
diabaikan ole Orde Baru. Namun dipihak lain, fenomena pemekran wilayah secara
besar-besaran tersebut sekaligus cukup mengkhawatirkan mengingat banyaknya
proposal yang diwarnai oleh self-interest dari elit-elit local pengusungnya
(misalnya karena ingin menjabat di birokrasi local atau DPRD, ingin lepas dari
himpitan ‘penindasan’ kelompok etnis/agama lain, ingin membangun kembali
sejarah dan kekuasaan aristokrasi lama yang pernah pudar di masa Orde Baru, dan
lain-lain). Pembajakan atau manipulasi pemekaran oleh elit-elit lokal (para
16 Abdurrahman, Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, (Jakarta: PT. Media
Sarana, 1987), h.7
17 Ratnawati. Tri, pemekaran daerah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.13
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‘penunggang gelap ‘) ini kemudian memunculkan banyak konflik dan masalah di
tingkat lokal (termasuk masalah yang muncul pasca pemekaran), baik di daerah
pemekaran maupun di daerah induk. Disamping itu banyaknya pemekaran daerah
juga dikhawatirkan dapat meningkatkan semangat etno-nasionalisme orang-orang
daerah dan sebaliknya dapat mengurangi semangat kebersamaan sebagai bangsa
Indonesia.18
Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-undang nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat
dimekarkan mejadi lebih dari satu daerah, namun setelah UU no.22 tahun 1999
diganti dengan Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat 3 dan ayat4,
namun istilah yang dipakai adalah Pemekaran Daerah berarti pengembangan dari
satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom.
Dalam UU no 32 tahun 2004 tersebut pada pasal 4 ayat 3 dinyatakan:
Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian
daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah
atau lebih. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 4 dalam UU tersebut dinyatakan:
Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia
penyelenggaraan pemerintahan.
Saat ini PP No. PP No. 129 Tahun 2000 sedang dalam proses penyelesaian
revisi. Merupakan rujukan hukum pemekaran wilayah dari tahun 1999 hingga
18Ratnawati. Tri, pemekaran daerah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.13-14
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sekarang. Walaupun baik UU No. 32 maupun PP No. 129 sama-sama
mengandung kelemahan, namun beberapa prinsip kebijakan pemekaran dalam
kedua aturan tersebut perlu dikeahui, yaitu:
Pertama, Tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan
daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan
pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan
pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta
peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah. Dengan demikian, setiap
kebijakan pemekaran dan pembentukan suatu daerah baru harus menjamin
tercapainya akselerasi pembangunan daerah dan kesejahteraan.
Kedua, Syarat-syarat  pembentukan daerah dan krieria pemekaran adalah
menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial poilitik,
jumlah penduduk, luas daerah, dan perimabangan-pertimbangan  lain keamanan
dan ketretiban, keersediaan sarana pemerintahan, rentang kendali.
Ketiga, prosedur pembentukan dan pemekaran daerah diawali oleh adanya
kemauan politik Pemda dan aspirasi masyarakt setempat, didukung oleh penelitian
awal yang dilaksanakan oleh Pemda. Usulan disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri yang disertai lampiran hasil penelitian, persetujuan DPRD Provinsi dan
Kabupaten/kota. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri memproses lebih lanjut dan
menugasi tim untuk observasi ke daerah yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Semua proposal akan
dipertimbangkan oleh DPOD yang berkantor di Depdagri.
Keempat, pembiayaan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
daerah baru untuk tahun pertama ditanggung oleh daerah induk berdasarkan hasil
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pendapatan yang diperoleh dari gabungan kabupaten/kota di provinsi baru dan
dapat dibantu melalui APBN atau hasil pendapatan yang diperoleh dari
kabupaen/kota yang baru dibentuk, sedangkan segala biaya yang berhubungan
dengan penghapusan dan penggabungan daerah dibebankan pada APBN.
Kelima, evaluasi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi
sampai kepada penghapusannya didahului degan penilaian kinerja. Apabila
setelah lima tahun setelah pemberian kesempatan memperbaiki kinerja dan
mengembangkan potensinya idak mencapai hasil maksimal, maka daerah yang
bersangkutan dihapus dan digabungkan dengan daerah lain. Untuk kepentingan
evaluasi ini, setiap tahun daerah wajib menyampaikan data-data terkait kepada
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.19
Pemekaran daerah diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah
sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah. Pemekaran daerah
merupakan suatu proses pembagian daerah menjadi dua  daerah atau lebih dalam
satu wilayah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mempercepat pembangunan.
Keputusan mengenai pemekaran daerah baru harus lebih cermat dan
bijaksana untuk melakukan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan
kapasitas yang dimiliki, sehingga dalam pelaksanaannya tidak tergesa-gesa dan
cenderung bersifat politis. Apabila hal ini tidak diperhatikan secara serius, maka
pemekaran daerah tidak akan memberi dampak positif terhadap peningkatan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi cenderung akan membebani
19 Ratnawati. Tri, pemekaran daerah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.23-29
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keuangan negara dan masyarakat, karena sosial dan political cost suatu pemekaran
daerah akan lebih besar jika dibandingkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemekaran daerah sebenarnya mengacu pada teori masyarakat dan
wilayah serta teori teritorialitas dan integrasi politik. Menurut teori masyarakat
dan wilayah, kehadiran masyarakat pada suatu wilayah erat kaitannya dengan rasa
keamanan, ketentraman dan kepastian adanya sumber-sumber yang menjamin
kelangsungan kehidupan, dan reproduksi sosial mereka. Lama-kelamaan ikatan
antara maasyarakat dengan wilayahnya menjadi sangat dalam, sehingga
melahirkan identitas sosial khusus kepada masyarakat tersebut.
Pemekaran Wilayah Desa secara intensif hingga saat ini telah berkembang
di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam bidang ekonomi,
keuangan (rencana dana add 1 Milyard setiap desa), pelayanan publik dan
aparatur pemerintah desa termasuk juga mencakup aspek sosial politik,
batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pembangunan pada
jangka panjang.
Menurut pendapat kepala desa barugga riattang yang mengatakan :
“Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, akan tetapi untuk
melayani masyarakat serta menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan setiap
anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi
mencapai tujuan bersama”.
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Secara logis, tingkat responsivitas pemerintah dan pemenuhan aspirasi masyarakat
dapat lebih optimal jika pemerintah berada sangat dekat dengan masyarakat yang
dilayaninya.
Sehubungan dengan itu, sebagai pemerintah dan masyarakat desa Baruga
Riattang di Kecamatan Bulukumpa harus menanggapi pemekaran wilayah menuju
desa baru sebagai usaha dan upaya guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya. Selain berdampak negatif, tentunya pemekaran desa memiliki
dampak positif bagi desa dan masyarakatnya. Dalam pemaparan ini akan lebih
ditekankan tentang dampak positif yang ditimbulkan dari adanya pemekaran
wilayah desa menuju pada pemekaran kecamatan dan juga pembentukan
kabupaten baru.
Hasil studi dari tim Bank Dunia menyimpulkan adanya empa factor utama
pendorong pemekaran wilayah di masa reformasi yaitu: 1) motif untuk
efektivitas/efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang
begitu luas, penduduk yang menyebar, dan keertinggalan pembangunan; 2)
kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban-rural, tingkat
pendapatan dan lain-lain; 3) adanya kemanjaan fiskal yang dijamin oleh Undang-
Undang (disediakannya dana alokasi umum/DAU, bagi hasil dari sumber daya
alam, dan disediakannya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah /PAD); 4) Motif
pemburu rente para elit. Di samping itu masih ada satu motif “tersembunyi” dari
pemekaran daerah, yang oleh Ikrar Nusa Bhakti disebut sebagai Gerrymander,
yaitu usaha pembelahan/pemekaran daerah untuk kepentingan parpol tertentu.
Contohnya adalah kasus pemekaran Papua oleh pemerintahan Megawati (PDIP)
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dengan tujuan untuk memecah suara partai ‘lawan’.sejumlah permasalahan di
bawah ini kemungkinan disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor tersebut.
“ Cerita-cerita sukses” pemekaran memang cenderung kurang bila dibandingkan
dengan realita banyaknya permasalahn yang terjadi di daerah-daerah pemekaran.
Beberapa contoh permasalahan itu misalnya:
1. Konflik dengan kekerasan
Salah satu contoh kasusnya adalah kabupaten Polewali-Mamasa yang
dimekarkan pada 2002 menjadi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten
Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat. Konflik terjadi di Kecamatan Aralle,
Tebilahan dan Mambi (ATM). Ketiga Kecamatan ini menolak bergabung
dengan Kabupaten Mamasa. Konflik dengan kekerasan juga terjadi dalam
pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat.
2. Menurunnya jumlah penduduk dan PAD secara drastis.
Contoh: Kasus Kabupaten Aceh Utara sebelum sebelum pemekaran
penduduknya berjumlah 970.000 jiwa. Setelah pemekaran (menjadi Kota
Bireuen, kota Lhokseumawe dan Kab. Aceh Utara) penduduknya tinggal
420.000. Pembentukan Kota Singkawang menyebabkan Kabupaten Bangka
yang banyak kehilangan penduduknya karena berimigrasi ke Kota
Singkawang. Selain itu Bengkayang juga menderita karena menurunnya
secara drastis PAD daerah tersebut pasca ditinggalkan oleh Singkawang.
3. Menyempitnya luas wilayah dan beban daerah induk.
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Kabupaten Halmahera Barat yang setelah pemekaran wilayahnya
menyempit secara drastic, saat ini dibebani oleh pembiayaan daerah-daerah
baru di Kab. Halmahera utara, Halmahera Selatan dengan Kepulauan Sula.
4. Perebutan wilayah dan masalah ibukoa pemekaran.
Kasus ini terjadi misalnya antara Pemda Kampar dan Pemda Rokan Hulu
yang menyebutkan tiga desa, yaitu Tandun, Aliantan dan Kabun. Konflik
mengenai ibu kota pemekaran terjadi misalnya di Kabupaten Banggai
(Sulawesi Tengah).
5. Perebutan asset.
Kasus ini pernah erjadi di Kabupaten Nunukan yang dimekarkan  pada
ahun 1999 yang kemudian berebut gedung dan peralatan dengan Kabupaten
induknya (Kabupaten Bulungan). Masalah ini juga terjadi antara Kota
Lhokseumawe (kota pemekaran) dengan Kabupaten Lhoksukon di Aceh
(daerah induk).20
Pemekaran wilayah desa Baruga Riattang di Kecamatan Bulukumpa pada
dasarnya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap
berpedoman pada pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung
wilayah, baik dari segi aspek pelayanan masyarakat, aspek pemerintahan, aspek
sosial ekonomi, dan aspek potensi wilayah yang ada.
Pemekaran wilayah desa Baruga Riattang akan memberikan dampak
positif bagi kemajuan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di
pedalaman, seperti :
20Ratnawati. Tri, pemekaran daerah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.15-17
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1. Lebih meningkatkan dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat secara
efektif dan efisien.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Mempercepat proses pelaksanaan pembangunan disegala bidang
kehidupan.
4. Mempercepat pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada.
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban.
6. Lebih meningkatkan hubungan yang serasi antara pemerintah desa dan
masyarakat
Disamping itu, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa selama sembilan
tahun berotonomi sejumah dampak positif dari prinsip otonomi telah muncul
seperti :
(i) Berkembangnya prinsip demokrasi, partisipasi, dan kebebasan
memang mencuat ke permukaan,
(ii) Di lihat dari sudut rakyat di aras lokal, munculnya Daerah
Otonomi Baru menyebabkan adanya perkembangan
infrastruktur (gedung pemerintahan, jalan, puskesmas,
sekolahan dan lain-lain),
(iii) Pelayanan publik menjadi lebih dekat terutama di bidang
pelayanan pemerintahan,
(iv) Identitas sosial-politik lokal menjadi mempunyai kesempatan
untuk diakui eksistensinya.
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2. Tujuan Pemekaran Daerah
Dalam PP No. 129 tahun 2000 diuraikan bahwa pembentukan, pemekaran,
penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; karena pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan
penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi,
meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan
ketertiban.
Rumusan tujuan kebijakan pemekaran daerah telah banyak dituangkan
dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang ada selama ini, baik dalam Undang-
undang maupun Peraturan Pemerintah.21
Dalam regulasi-regulasi ini, secara umum bisa dikatakan bahwa kebijakan
pembentukan, penghapusan dan penggabungan harus diarahkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui:
1. peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
2. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi,
3. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian Daerah,
4. percepatan pengelolaan potensi daerah
5. peningkatan keamanan dan ketertiban
Rumusan regulasi ke depan bukan saja kebijakan tentang pemekaran
daerah, tetapi juga perlu memberikan porsi yang sama besar terhadap
penggabungan daerah otonom. Baik pemekaran maupun penggabungan daerah
21 Sabarno. Hari, Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2007), h.76
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otonom didasarkan pada argument yang sama. Rumusan tujuan kebijakan
penataan daerah bukan hanya untuk kepentingan daerah, tetapi juga untuk
pemenuhankepentingan nasional.
Alternatif rumusan tujuan kebijakan penataan daerah adalah sejauh mana
kebijakan pemekaran dan penggabungan daerah:
1. Mendukung pengelolaan masalah sosio kultural di daerah dan di tingkat
nasional
2. Mendukung peningkatan pelayanan publik di tingkat daerah dan nasional.
3. Mengakselerasi pembangunan ekonomi, baik ekonomi daerah maupun
ekonomi nasional dengan cara yang seefisien mungkin.
4. Meningkatkan stabilitas politik, baik dalam rangka meningkatkan
dukungan daerah terhadap pemerintahan nasional, maupun dalam rangka
pengelolaan stabilitas politik dan integrasi nasional.22
Pemekaran wilayah dilakukan, maka kebijakan itu harus memberi jaminan
bahwa aparatur pemerintah yang ada harus memiliki kemampuan yang cukup
untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan. Asumsi yang menyertainya
adalah pemekaran pemerintahan yang memperluas jangkauan pelayanan itu akan
menciptakan dorongan-dorongan baru dalam masyarakat bagi lahirnya parakarsa
yang mandiri menuju kemandirian yang bersama.
Pemekaran daerah baru pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas
dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah,
calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumberdaya harus
22Sabarno. Hari, Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2007), h.77
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seimbang antara satu dengan yang lain, hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi
disparitas yang mencolok pada masa akan datang.
Lebih lanjut dikatakan dalam suatu usaha pemekaran daerah akan
diciptakan ruang publik yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga
wilayah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktifitas orang atau
masyarakat ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya akan memperoleh
pelayanan dari pusat pemerintahan baru disebabkan jarak pergerakan berubah.
Pemekaran daerah tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentang
kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan
wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah yang kuat demi tercapainya
kesejahteraan masyarakat, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi
terciptanya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan
guna mengsejahterakan masyarakat.
B. Otonomi Daerah
Lahirnya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang nomor
22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dan menjadi Undang-undang nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan jawaban atas tuntutan
reformasi politik dan demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat daerah.
Setelah selama hampir seperempat abad kebijaksanaan otonomi daerah di
Indonesia mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah yang dibelenggu oleh sistem sentralisasi.
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Pelaksanaan sistem sentralisasi tersebut membawa beberapa dampak bagi
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diantaranya yang paling menonjol selama
ini adalah dominasi pusat terhadap daerah yang menimbulkan besarnya
ketergantungan daerah terhadap pusat. Pemerintah daerah tidak mempunyai
keleluasaan dalam menetapkan program-program pembangunan di daerahnya.
Demikian juga dengan sumber keuangan penyelenggaraan pemerintahan yang
diatur oleh Pusat.
Kondisi tersebut mendorong timbulnya tuntutan agar kewenangan
pemerintahan dapat didesentralisasikan dari pusat ke daerah. Desentralisasi adalah
pembagian kekuasaan kepada daerah. Sistem desentralisasi di Indonesia hampir
sama dengan sistem federal walaupun dalam beberapa hal ada pembedaan,
misalnya dalam sistem federal yang lebih otonom adalah provinsinya sedangkan
sistem desentralisasi yang lebih otonom adalah kabupaten atau kota.
Otonomi daerah menurut UU nomor 32 tahun 2004 diartikan sebagai
kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian daerah otonom mempunyai kewenangan yang luas
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, namun tetap dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
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Dalam otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan yang dijelaskan dalam UU No.32 tahun 2004 sebagai berikut:
1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerinta
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi
vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau
desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu.
Dengan adanya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tersebut maka
dimulailah babak baru pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kebijakan
otonomi daerah ini memberikan kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten
dan kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata
dan bertanggung jawab. Kewenangan daerah mencakup kewenangan semua
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan
bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Hubungan antara desentralisasi dengan demokrasi yaitu bahwa dalam
demokrasi kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat serta rakyatlah yang
memilih. Dalam sistem sentralisasi, hubungan antara warga negara dan
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pemerintah pusat yang mengambil kebijakan-kebijakan publik tersebut terlalu
jauh. Dengan desentralisasi jarak menjadi dekat. Dengan begitu aspirasi
masyarakat diharapkan lebih bisa diakomodasi dalam proses pengambilan
keputusan publik sehingga akan lebih efisien, efektif dan keputusan yang dibuat
pemerintah lebih dekat dengan aspirasi masyarakat.
Dalam demokrasi, keputusan-keputusan publik dibuat oleh pejabat publik
yang dipilih oleh publik. Di pemerintahan daerah ada 2 komponen yang penting,
yaitu bupati atau walikota dan DPRD. Kedua otoritas inilah yang mempunyai
mandat untuk menentukan hitam-putih atau berwarnanya daerah tersebut.
Tindakan mereka menentukan apakah masyarakat memandang kebijakan atau
keputusan yang diambil pemerintahan daerah itu mencerminkan aspirasi
masyarakat atau tidak?
Adanya otonomi daerah atau desentralisasi membuat manajemen daerah
bisa berkembang lebih baik, partisipasi masyarakat akan lebih tinggi karena dekat
dengan kekuasaan dan dengan adanya kontrol dan pengawasan bisa membatasi
ruang gerak apa yang disebut dengan korupsi dan antek-anteknya.
Suatu daerah dikatakan makmur atau sejahtera bukan hanya karena
memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi bagaimana sumber daya
manusia yang di dalamnya mau mengelola dengan baik dan mau bekerja keras
untuk kemajuan daerahnya.
Oleh karena itu ketersedian pendidikan, fasilitas dan teknologi sangat
penting untuk kemajuan daerah. Dalam keberhasilan beberapa pemerintahan
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daerah paska diberlakukannya otonomi daerah telah membuktikan bahwa
desentralisasi memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.
Demokrasi perwakilan yang menekankan pentingnya perwakilan dari
berbagai unsur masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan tengah
dikritik. Keinginan masyarakat untuk terlibat dan tahu secara rinci mengenai
proses pembuatan kebijakan tidak menjadi menarik manakala hal ini dinafikkan
oleh para anggota legislatif dan pihak eksekutif bahwa yang mempunyai
kewenangan atas proses pemutusan kebijakan adalah mereka atas dasar mandat
dari rakyat. Akibatnya yang terjadi adalah masyarakat menjadi penonton di
pinggir arena pembuatan kebijakan, dan hanya berperan baik sebagai penerima
manfaat dan juga yang dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan.
Dalam beberapa tahun belakangan, konsep partisipasi politik telah
berkonvergen dengan memperhatikan aspek pelibatan warga dalam formulasi
kebijakan dan implementasi kebijakan tersebut. Partisipasi politik yang dimaksud
menjadi lebih dalam sebagai upaya warga dalam mempengaruhi pemerintah dan
meminta komitmen terhadap akuntabilitasnya. Partisipasi masyarakat dalam
proses pembuatan kebijakan tadinya hanyalah sebuah mekanisme konsultatif.
Namun belakangan menguatnya kebutuhan dan perspektif dalam
pelayanan seperti apa dan kebijakan yang semestinya harus ada, meyakinkan
bahwa perlu ada peningkatan dan pendalaman partisipasi yang nantinya akan
menjadi kontrol terhadap kehidupan mereka secara keseluruhan. Partisipasi warga
dengan demikian dapat didefenisikan sebagai perluasan agenda masyarakat, di
mana masyarakat dapat memobilisasi dan merumuskan tuntutannya.
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C. Desa
Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang
saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif
sama dan mempunyai cara-cara sendiri dalam mengatur kehidupan
kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau
nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan
sebagai petani baik sawah ataupun kebun, sedangkan pada desa pesisir. Sebagian
besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan.23
Berdasrkan letak topografinya, desa dapat diklasifikasikan menjadi tiga
Kelompok: desa pesisir, desa dataran rendah, dan desa pegunungan. Masing-
masing kelompok mempunyai arti dan fungsi tertentu. Desa-desa pesisir
khususnya yang mempunyai pelabuhan mempunyai fungsi politik dan ekonomi
yang penting. Secara ekonomi kelompok desa ini menjadi tempat untuk ekspor-
impor barang-barang perdagangan . Sedangkan secara polotik merupakan tempat
yang rawan, yang sewaktu-waktu bias dipakai musuh untuk menyerang kerajaan
dari arah laut. Untuk itu, desa-desa pesisir mendapat perhatian yang tinggi. Desa-
desa datarn rendah merupakan gudang pangan untuk kebutuhan kerajaan maupun
untuk di ekspor. Pada zaman mataram desa-desa dataran rendah merupakan tulang
punggung kerajaan yang sangat penting. Mataram mengandalkan ekspor bersanya
dari desa-desa dataran rendah ini. Dan dalam upayanya melakukan ekspansi ke
daerah lain, desa-desa ini berfungsi  sebagai umber logistik bagi tentara kerajaan.
Sementara itu, desa-desa pegunungan umunya merupakan wilayah yang
23Nurcholis. Hanif, pemerintahan desa, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.2
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digunakan untuk pertahanan terakhir  ketika kerajaan terdesak oleh musuh yang
akan mengahancurkannya.24
Pemerintahan desa adalah sebagai berikut:
a. Desa adalah suau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli
berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam
mengenai pemerinahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
b. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa
bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan
laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.
c. Desa dapat melakukan perbuaan hkum, baik hukum public maupun hukum
perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut
dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan
Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum
dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
d. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa
yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan,
yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal
pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
Keputusan Kepala Desa.
24 Soetardjo,kartohadikoesoema. Desa. (Jakarta: balai pustaka,1984). h.100-101
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e. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan
kebutuhan desa. Lembaga kemsyarakan Desa merupakan mitra pemerintah
desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
f. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapaan desa, bantuan
pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah,
sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
g. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai
wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya.
h. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat
yang berciririkan perkotaan, dibenuk kelurahan yang berda di dalam daerah
ebupaten dan/atau Kota.25
Desa mempunyai berbagai kekayaan dan sumber-sumber pendapatan.
Beberapa diantaranya adalah:
a. Desa memegang hak ulayat atas tanah. Orang yang menggarap tanah
diwajibkan membayar uang sewa kepada desa atau memberikan seagian dari
hasil buminya kepada desa menurut keentuan adat. Desa dapat memungut
pologoro dari transaksi hak tanah.
b. Penghasilan dari sewa pasar desa dan sebagian dari sewa pasar daerah tingkat
yang lebih tinggi.
c. Pancung alas: pembayaran kepada desa aas pembukaan hutan unuk dijadikan
tanah pertanian atau perkebunan.
25HAW.Widjaja, otonomi desa, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 3-4
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d. Lelang lebak lebung. Pembayaran kepada desa dari pelelangan lisensi untuk
menangkap ikan di danau aau kali yang dikuasai desa.
e. Hasil penggalian batu dan pasir.
f. Hasil tanah kas desa (tanah yang dimiliki oleh desa).
g. Pungutan dari penjualan ternak.
h. Pungutan dari surat keterangan jalan, kelakuan baik, naik haji, kelahiran dan
sebagainya.
i. Pembayaran kepada desa aau berlangsungnya perkawinan.
j. Hasil gotong royong masyaraka yang menciptakan kekayaan desa seperti
gotong royong membangun balai desa, dam, saluran air irigasi, jalan desa,
gardu desa dan sebagainya.
k. Uang denda dari orang yang berhalangan menjaankan wajib gotong royong
yang ditentukan oleh adat.
l. Pembayaran buat izin keramaian.26
Desa selain merupakan konsep yang bisa berlaku umum, juga dalam
realitasnya ada sekian perbedaan-perdaan (karakteristik) yang meliputinya,
sehingga dengan karakteristik yang berbeda tersebut muncullah konsep desa
secara khusus (desa-desa di indonesia). Perbedaan desa di indonesia bukan hanya
ketika dihadapkan dengan realitas desa di negara lain, bahkan di dalam negara
Indonesia sendiri perbedaan-perbedaan itu terlihat jelas dan mencirikan
karakteristiknya masing-masing.
26Soemardjan. Selo, Pemerintahan Desa, Laporan Penelitian, (Jakarta: Balitbang
Depdagri, 1988), h.7-8
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Asli-tidaknya desa-desa di Jawa tidak terlepas dari kepentingan desa-desa
pada zaman kolonial. Bermula dari penemuan desa-desa di sepanjang pantai utara
Pulau Jawa oleh Herman Warner Muntinghe, maka desa-desa tersebut menjadi
penting sekali artinya.
Berdasarkan sejarah pertumbuhan desa tersebut setidaknya ada empat tipe
desa di Indonesia sejak awal perumbuhannya sampai sekarang.
1. Desa adat (self-governing community). Desa adat merupakan bentuk
desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep “otonomi asli” merujuk pada
pengertian desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya
sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan Negara.
Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administrative yang dibrikan
Negara. Saat ini conoh desa adat adalah Desa Pakraman di Bali. Desa
adat inilah yang kemudian diakui keberadaannya dalam ordonasi
pemerintah kolonial Belanda dalam IGO, IGOB, dan Desa-
Ordonnantie.
2. Desa Administrasi (local state government) adalah desa yang
merupakan satuan wilayah admisrasi, yaitu satuan pemerintahan
terendah untuk memberikan pelayanan adminisrasi dari pemerintah
pusat. Desa administrasi secara substansional  tidak mempunyai
otonomi dan demokrasi. Desa di bawah UU No. 5/1979 adalah lebih
merupakan desa administrasi semacam ini meskipun diberi hak
oonomi. Desa yang benar-benar sebagai desa administrasi adalah
semua desa yang berubah menjadi kelurahan.
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3. Desa otonom sebagai local self-government. Desa otonom adalah desa
yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang.
Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam
undang-undang pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom
mempunyai kewenangan penuh  mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri. Desa otonom mendapat transfer kewenangan yang
jelas dari pemerintah pusat, berhak membentuk lembaga pemerintahan
sendiri, mempunyai badan pembuat kebijakan desa, berwenang
membuat peraturan desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan
dari Negara. Desapraja di bawah UU No. 19/1965 adalah contoh desa
oonom ini.
4. Desa campuran (adat dan semiotonom), yaitu tipe desa yang
mempunyai campuran antara oonomi asli dan semi tonomi formal.
Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui oleh undang-undang
dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut
otonom kepada satuan pemerintahan dibawahnya ini tidak dikenal
dalam teori desentralisasi. Menurut teori desentralisasi aau otonomi
daerah, penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerinh pusat.
Desa di bawah UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 adalah tipe desa
campuran semacam ini.27
27 Nurcholis. Hanif, Pemerintahan Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.65-66
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Desa sebagai kesatuan hukum (adat) dan kesatuan administratif. Desa dan
kelurahan memiliki beberapa perbedaan yang disebutkan dalam UU nomor 5
tahun 1979 yaitu:
1. Bahwa desa adalah wilayah yang ditempati oleh penduduk yang masih
merupakan masyarakat hukum, sedangkan kelurahan tidaklah
demikian.
2. Desa berhak mengurus Rumah tangganya sendiri sedangkan kelurahan
tidak.
Hal ini termanifestasi dalam prosedural pemilihan kepala desa yag dipilih
secara langsung oleh masyarakat desa setempat sebagai perwujudan sistem
demokrasi Indonesia, berbeda dengan kelurahan yang dipilih atau tentukan oleh
Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan Kota-kota lainnya.
Data menunjukkan bahwa jumlah desa selalu bertambah dari tahun ke
tahun, hal ini disebabkan karena perkembangan ataupun kebijakan tertentu oleh
pemerintah, munculnya desa-desa baru juga disebabkan Unit-unit Pemukiman
Transmigrasi (UPT). Dengan alasan tersebut jumlah desa diperkirakan masih akan
terus bertambah yakni selama masih ada daerah-daerah yang belum berkembang
dan masih sedikit jumlah penduduknya. Memang dalam desa tidak ada
standarisasi yang baku, sebab desa yang sangat beranekaragam mulai dari tingkat
kepadatan penduduk, luas wilayah, jenis pertanian, topografi, dst.
Desa-desa di Indonesia tidak hanya desa pertanian saja, disamping desa
pertanian juga terdapat jenis, jenis desa lainnya. Walaupun sudah mempunyai
rentan waktu yang lumayan salam sampai saat ini, namun mungkin masih relevan
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utuk digunkan sebagai landasan klasifikasi desa, misalnya menyebutkan beberapa
jenis desa yang ada di Indonesia sebagai berikut:
1. Desa tambangan (kegiatan penyebrangan orang atau barang, biasanya
terdapat sungai-sungai besar)
2. Desa nelayan (dimana mata pencaharian warganya dengan usaha
perikanan laut).
3. Desa pelabuhan (hubungan dengan mancanegara, antar pulau,
pertahanan/strategi perang dsb.)
4. Desa perdikan (desa yang dibebaskan dari pungutan pajak karena
diwajibkan memelihara sebuah makam raja-raja atau karena jasa-jasanya
terhadap raja).
5. Desa penghasil usaha pertanian, kegiatan perdagangan, industri/kerajinan,
pertambangan dan sebagainya.
6. Desa-desa perintis (yang terjadi karena kegiatan transmigrasi).
7. Desa pariwisata (adanya objek pariwisata berupa peninggalan kuno,
keistimewaan kebudayaan rakyat, keindahan alam dan sebagainya).28
Selain desa yang identik dengan pertanian, ada juga desa nelayan yang
juga menjadi penting untuk objek kajian desa. Selain Indonesia merupakan negara
kepulauan dan maritim, pun akhirnya dampak itu dirasakan oleh masyarakat yang
tinggal di pesisir pantai, masyarakat yang tinggal di pesisir mayoritas bermata
pencaharian sebagai nelayan, hal ini relevan dengan definisi desa nelayan seperti
28 Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1977), h. 120
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disebut diatas bahwa desa nelayan adalah desa yang mata pencaharian
penduduknya mencari ikan (di laut).
Di daerah pesisir juga terdiri dari daratan yang memungkinkan untuk juga
dapat melakukan cocok tanam (bertani), akhirnya ada perpaduan masyarakat
nelayan selain mencari ikan sebagai mata pencaharian utama juga bertani dan
berkebun. Biasanya masyarakat nelayan identik dengan kemiskinan, hal ini
disebabkan beberapa faktor antara lain: tantangan alam yang cukup berat,
termasuk faktor musim yang secara tiba-tiba dapat menghentikan usaha
penangkapan ikan di laut. Selain itu juga masyarakat nelayan yang jumlah
kepadatannya tinggi dalam suatu wilayah (desa), namun dengan mata pencaharian
yang sama (homogen) cenderung membuat pendapata perkapita mereka relative
rendah.
Hal lain adalah keterbatasan penguasaan modal perikanan (perahu dan alat
tangkap), keterbatasan modal dalam usaha perikanan (uang), keadaan perumahan
dan pemukiman yang kurang memadai, kemampuan yang rendah dalam
memenuhi kebutuhan pokok pribadi.
D. Otonomi Desa
Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan
mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan
potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang
No.32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan
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mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya
dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat
diakukan antara lain:
1. Mengambil keputusan atau membuat perauran yang dapat mengikat
segenap warga desa ataupihaak tertentu sepanjang menyangkut rumah
tangganya;
2. Menjalankan pemerintahan desa;
3. Memilih kepala desa;
4. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri;
5. Memiliki tanah sendiri;
6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri;
7. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran
Keuangan Desa);
8. Menyelenggarakan gotong royong;
9. Menyelenggarakan peradilan desa;
10. Menyelenggrakan usaha lain demi kesejahteraan desa; 29
Desa adalah lembaga asli pribumi yang hak mengatur rumah tangga
sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa hak
29 Talizuhu Ndraha, Dimensi-dimensi pemerintahan desa, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991),
h. 7-8
40
mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat) ditandai oleh ciri-ciri
sebagai berikut:
1. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dibantu oleh pamong desa.
Kepala desa dipilih oleh Dewan Morokaki, semacam tim formtur yang
terdiri atas sesepuh, ahli agama, dan ahli ada yang dinilai mempunyai
kearifan. Dewan Morokaki ini memilih kepala desa untuk masa seumur
hidup. Pamong desa adalah para pembannu kepala desa yang mempunyai
tugas sesuai dengan fungsinya. Pamong desa dipilih oleh kepala desa atas
persetujuan Dewan Morokaki.
2. Yang memegang kekuasaan tertinggi di desa adalah rapat desa/kumpulan
desa.
3. Pranata dan lembaga dikembangkan menurut yang dihadapi masyarakat
desa yang bersangkuan dengan berpijak pada konsep-konsep kebatinan
yang melingkupinya dan praktik riil beserta problematikanya.
4. Tanah komunal menjadi pranata sosial yang sanga penting yang berfungsi
mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perilaku anggota masyarakat
hukum dalam suatu wilayah  desa yang bersangkutan.
5. Gugur gunung, wajib kerja, dan gotong royong menjadi pranata berfungsi
sebagai alat justifikasi dan sekaligus sebagai pelestari system otonomi
desa.
6. Isi otonomi desa yang mencakup:
a. Pertahanan dari ancaman binatang buas/ atau gangguan dari daerah
luar.
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b. Kemanan dan ketertiban/polisional.
c. Peradilan
d. Pekerjaan umum
e. Upacara
f. Pertanian/perikanan/peternakan/perhutana.30
Kejelian pemerintah dalam implementasi kebijakan otonomi desa
hendaknya diarahkan pada potensi-potensi yang dimiliki desa, untuk itu proses
pertumbuhan dan perkembangan dapat terarah termasuk aktualisasi nilai-nilai
lokal tidak dapat dimaksudkan untuk mengembalikan desa ke zaman lama,
melainkan hendak dijadikan sebagai koridor dalam proses transformasi, agar jalan
yang ditempuh tidak destruktif, melainkan tetap mempertimbangkan kepentingan
generasi ke depan.
Desa pada umumnya sebelum mengalami pembangunan mempunyai
karakteristik sebagai berikut:
1. Sumber penghasilan desa adalah pada tanah,
2. Teknologi pertanian dan sebagainya masih rendah,
3. Tata hidup dan sosial berkembang untuk sosial subsistence (keperluan
sosial sendiri),
4. Sistem sosial masyarakat desa lebih kuat karena isolasi fisik dan kultur,
dan
5. Tumbuh suatu kesatuan masyarakat adat.31
30 Soetardjo, kartohadikoesoema. Desa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 182
31 Sumardjan, selo. Pemerintahan desa,laporan penelitian. (Jakarta: balitbang, 1988) h. 5
42
E. Pandangan Islam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang
melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-
lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi
atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan
kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.
Dalam  istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi
manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat
dan damai Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan
pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang
digunakan dalam ide negara sejahtera. Kesejahteraan pasti berkaitan erat dengan
keadilan, pada hakekatnya keadilan adalah kata sifat yang artinya adalah sifat
yang adil, tidak berat sebelah. Keadilan berhubungan erat dengan tingkah laku ,
tingkah laku yang dapat di terima dalam sebuah komunitas yang menjamin rasa
percaya satu terhadap yang lain, yang tidak dapat dinilai dengan materi, tetapi
dengan nurani yang manusiawi. Namun dalam kehidupan sosial masyarakat
pengertian keadilan baik sebagai sifat orang per orang maupun sebagai konsep
sangat sulit untuk di uraikan apalagi untuk dilaksanakan sehingga konsep negara
menuju kesejahteraan masyarakat selalu saja mengalami pergesekan serta
penyimpangan dari masa ke masa dan menimbulkan antitesa baru dari keadaan
sebelumnya yang dianggap mampu mensejahterakan masyarakat. Negara sebagai
institusi yang lahir dalam upaya mensejahterakan masyarakat selalu mengalami
pergesekan ideologi dan konsep dalam menciptakan keadilan sosial.
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Kesejahteraan sosial dalam Islam pada intinya mencakup dua hal pokok
yaitu kesejahteraan sosial yang bersifat jasmani)lahir( dan rohani)batin(.
Sejahtera lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap pribadi)individu(
yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya sendiri, sehingga akan terbentuk
keluarga/masyarakat dan negeri yang sejahtera.
Dalam islam pun telah di janjikan  oleh allah swt. Bagi orang-orang yang
beriman dan bertakwa kepada-nya. Dalam firman-nya








Artinya: Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,
pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan
bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa
mereka disebabkan perbuatannya.32
Dalam ayat tersebut Allah Swt menyebutkan bahwa sesungguhnya ada
satu yang menjadi tolak ukur akan keberhasilan suatu Negara adalah ketakwaan
para rakyatnya. Allah Swt. menerangkan dalam ayat ini, bahwa seandainya
penduduk kota Mekah dan penduduk negeri-negeri yang berada di sekitarnya serta
umat manusia seluruhnya beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi dan
Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad saw. dan seandainya mereka bertakwa
32 Soenarjo, Al-Quran dan Terejamahannya, (Jakarta: Deprtemen Urusan Agama Islam,
1971), h.237
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kepada Allah sehingga mereka menjauhkan diri dari segala yang dilarangnya,
seperti kemusyrikan dan berbuat kerusakan di bumi, niscaya Allah akan
melimpahkan kepada mereka kebaikan dan keberkatan yang banyak, baik yang
datang dari langit maupun yang datang dari bumi.
Nikmat yang datang dari langit, misalnya ialah hujan yang menyirami dan
menyuburkan bumi, sehingga tumbuhlah tanam-tanaman dan berkembang-biaklah
binatang ternak yang kesemuanya sangat diperlukan oleh manusia. Di samping itu
mereka akan memperoleh ilmu pengetahuan yang banyak, serta kemampuan
untuk memahami sunatullah yang berlaku di alam ini, sehingga mereka mampu
menghubungkan antara sebab dan akibat dan dengan demikian mereka akan dapat
membina kehidupan yang baik, serta menghindarkan malapetaka yang biasa
menimpa umat yang ingkar kepada Allah dan tidak mensyukuri nikmat dan
karunia-Nya.
Dari sini kita juga dapat mengartikan bahwa allah swt akan memberikan
kita hasil yang setimpal apabila seorang pemimpin dan  rakyatnya taat
kepadanyauntuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya
F. Dasar-dasar hukum pemekaran wilayah
Negara indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara
yang berdasarkan demokrasi pancasila dan Negara berpacu pada
permusyawaratan rakyat dimana Negara Indonesia memberikan hak untuk
masyarakat memekarkan wilayahnya sesuai dengan ketentuan yang di jelaskan di
bawah ini.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Pembentukan, Penggabungan Desa da Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan,
atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa
di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa telah menjadi hal yang wajar bila
ditinjau dari segi kebutuhan masyarakat akan akses pelayanan publik.
Dari peraturan menteri dalam negeri ini yang menguatkan amanah tersebut
adalah persyaratan bagi wilayah yang ingin di mekarkan sesuai persyaratan di
bawah ini.
Ada 7 aspek yang perlu diperhatikan yaitu :
1. Jumlah penduduk
Dalam membentuk sebuah desa harus memperhatikan jumlah penduduk
yang ada, dimana telah ditetapkan standar untuk wilayah Sumatera dan
Sulawesi paling sedikit 1000 orang atau 200 KK.
2. Luas wilayah
Artinya luas wilayah desa yang akan dibentuk dapat dijangkau dalam hal
pelaksanaan pelayanan publik dan pembinaan kepada masyarakatnya.
3. Bagian wilayah kerja
Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar
dusun.
4. Sosial budaya
Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama
dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
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5. Potensi desa
Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
6. Batas desa
Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan
dengan peraturan daerah.
7. Sarana dan prasarana pemerintahan.
Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan (kantor desa,
kelembagaan desa, aparat) merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh
sebuah desa baru.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian dibutuhkan pendekatan yang tepat dalam
menjalankannya, berikut beberapa pendekatan yang akan digunakan:
1. Jenis Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini menggunakan deskriptif yaitu, memaparkan
apa adanya (sesuatu bentuk atau kenyataan yang ada).33
2. Jenis Pendekatan
Dalam penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan suatu data yang sesuai
dengan pokok pembahasan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis.
Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan
kaedah-kaedah yang terdapat dalam ilmu sosiologi, yaitu dengan menggunakan
logika-logika dan teori sosial baik klasik maupun modern untuk menggambarkan,
adapun dalam pengidentifikasian pendekatan jenis ini, dapat dilakukan dengan
melakukan berbagai identifikasi karakteristik sebagaimana yang digambarkan
oleh Amiruddin, Dkk., sebagai berikut:
33 Daryanto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Apollo, 1998), h. 154
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a. Bertumpu pada premis normative, yakni menggunakan data sekunder
sebagai data awalnya dan dilanjutkan dengan data primer atau data
lapangan.
b. Definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-
undangan, khususnya untuk penelitian yang bertujuan menguji
evektifitas Undang-undang.
c. Hipotesis kadang diperlukan sebagai, misalnya penelitian yang ingin
mencari hubungan antara berbagai gejala dan variable.
d. Akibat dari datanya, maka alat pengumpulan datanya terdiri dari studi
dokumen, observasi dan wawancara.
e. Penetapan sampling diperlukan untuk meneliti perilaku hukum dari
objek yang akan dikaji.
f. Pengolahan datanya dapat dilakukan dengan kualitaf dan kuantitatif.34
Berbagai karakteristik diatas dapat digunakan sebagai alat identifikasi
untuk mengetahui sehingga akan mudah menentukan jenis dan melakukan
pengukuran terhadap data yang ada. Adapun jenis-jenis penelitian dengan
pendekatan sosiologis adalah sebagai berikut:
a. Penelitian berlakunya hukum, yang dapat diamati dari berbagai
perspektif seperti perspektif filosofis, normatif, dan sosiologis. Adapun
34 Amiruddin dkk, pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Grafindo
Persada. 2004, h.212
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komponen yang dapat diteliti dari penelitian jenis ini adalah penelitian
efektivitas hukum dan penelitian dampak hukum.
b. Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis, sebagaimana diungkapkan
oleh Cicero, bahwa “ dimana ada masyarakat disitu ada hukum”. Maka
dapat dilakukan identifikasi terhadap hukum-hukum yang diakui dan
dilaksanakan, akan tetapi tidak tertulis sebagai aturan baku dalam
masyarakat. Komponen yang dapat diteliti dari jenis adalah struktur
sosial dan kebudayaan sederhana, struktur sosial dan kebudayaan
madya dan struktur sosial dan kebudayaan tinggi (pra modern dan
modern).35
Yuridis adalah suatu pendekatan dengan berdasrkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu pendekatan hukum yang mengarahkan untuk
mengetahui permasalahan secara normatif sesuai dengan berbagai teks yang
membahas secara khusus permasalahan yang akan dikaji. Adapun cirri atau
karakter yang dapat diidentifikasi dari pendekatan hukum secara yuridis/normatif
adalah sebagai berikut:
Data yang digunakan bertumpu pada data sekunder, sumber datanya
adalah hukum primer, data sekunder dan tersier. (Amiruddin dkk. 2004:124)36
35Amiruddin dkk, pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Grafindo
Persada. 2004, h.130
36 Amiruddin dkk, pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Grafindo
Persada. 2004, h.124
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Dari ciri penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif di atas,
penulis menganggap adanya pola penetapan sumber hukum berdasarkan standar
ganda dalam menentukan berbagai kerangka teoritis dalam pembentukan hukum.
Standar ganda yang penulis maksud adalah berbagai ragam analisis dari sumber-
sumber data yang telah dihimpun dan analisis pengguna pendekatan tresebut yang
tentunya memiliki tafsiran lain yang berbeda dari tafsiran sumber data
sebelumnya. Selain itu, penemuan baru dari penelitian yang baru sulit ditemukan.
Akan tetapi dalam pendekatan normatif ini validitas data sekunder yang dijelaskan
dapat dipercaya sehingga dapat menjadi rujukan terhadap kerangka pikir yang
diajukan. Adapun jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan
normatif adalah sebagai berikut:
a. Penelitian intervariasi hukum adalah penelitian yang mengumpulkan
data dan melakukan proses identifikasi secara kritis-analitis dan logis-
sistematis. Dalam mengintervariasi hukum ada beberapa langkah
yakni:
1. Menetapkan criteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-
norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif
dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan
norma hukum.
2. Mengoleksi norma-norma yang dianggap norma hukum.
3. Malakukan pengorganisasian norma-norma yang telah
diidentifikasi kedalam suatu system komprehensif.
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b. Penelitian Asas-asas Hukum yakni penelitian yang akan melihat asal
dari pembentukan asas sebuah hukum yang berlaku. Adapun asas
hukum diartikan sebagai kecenderungan-kecenderungan dalam
melakukan penelitian susila terhadap hukum artinya penilaian yang
bersifat etis. Penelitian jenis ini meliputi:
1. Memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang
menjadi objek penelitian.
2. Melakukan pengelompokan terhadap pasal-pasal tersebut lalu
mengurutkannya dengan beberapa kategori.
3. Menganalisis pasal-pasal tersebut dengan menggunakan kaidah-
kaidah yang ada.
4. Melakukan konstruksi dengan ketentuan: mencakup semua bahan
hukum yang akan diteliti, konsisten, estetis, dan sederhana dalam
perumusannya.
5. Penelitian hukum klinis, yakni penelitian hukum yang berusaha
menemukan apakah hukumnya bagi yang suatu perkara in-
concreto. Walaupun hasil dari penelitian hukum klinis tidak dapat
dijadikan patokan hukum secara general, akan tetapi dapat
dijadikan referensi dalam menalarkan argument-argumen hukum
dan menjadi pertimbangan dalam menetapkan suatu keputusan
baru.
6. Penelitian hukum yang mengkaji sistematika undang-undang,
namun penelitian ini tidaklah hendak mencari secara secara teknis
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melainkan pengertian dasar dari suatu sistem hukum yang terdapat
dalam suatu peraturan undang-undangan yang akan diteliti.
Adapun prinsip-prinsip yang harus digunakan adalah:
7. Derogasi: menolak aturan yang bertentangan dengan aturan yang
lebih tinggi.
8. Non-kontradiksi: tidak boleh menyatakan ada tidaknya sebuah
kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama.
9. Subsumsi: adanya hubungan logis antara dua peraturan dalam
hubungan dengan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih
rendah.
10. Eksklusi: tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan
perundang-undangan.
11. Penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan
perundang-undangan yakni dengan melakukan penelaahan
terhadap undang-undang baik secara vertikal maupun secara
horizontal. Adapun asas hirarki perundang-undangan adalah
sebagai berikut:
12. Undang-undang tidak berlaku surut
13. Asas Lex Superior, di mana undang-undang yang lebih tinggi
mengalahkan undang-undang yang lebih rendah.
14. Asas Lex Speciali, dimana undang-undang yang bersifat khusus
dapat mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
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15. Asas Lex Poterior, undang-undang yang berlaku belakangan
mengalahkan undang-undang yang terdahulu.
16. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
17. Asas-asas lain dapat dilihat dari Tap MPRS No. XX/MPRS/1966
tentang momerandum DPR/GR mengenai sumber tertib hukum RI
dan tata urutan peraturan perundangan RI dalam menelaah
bagaimana hirarki suatu perundang-undangan.
18. Penelitian perbandingan hukum bertujuan untuk mengetahui
persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang
diteliti.
19. Penelitian sejarah hukum, bermaksud untuk meneliti
perkembangan dari bidang-bidang hukum yang diteliti.37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Dalam melakukan penelitian mengenai “Dampak pemekaran wilayah
terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Kambuno, Kec. Bulukumpa, Kab.
Bulukumba”. Penulis  memilih lokasi didesa kambuno. Penentuan lokasi ini
cukup strategis dan cukup tepat dengan mempertimbangkan teori subtantif. Yaitu
menjajaki lansung ke lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian antara
teori dengan kenyataan yang ada dilapangan, mengingat akhir-akhir ini banyak
sekali pemekaran daerah yang tidak sesuai dengan teori.
37Moleong,Lexy, Metode Penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),
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Mengingat keterbatasan waktu, dan tenaga, Penulis hanya membatasi
penelitian terhadap kegiatan yang berkaitan dengan judul yang diangkat penulis
kesejahteraan masyarakat pada desa barauga riattang setelah pemekaran daerah.
Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada Tanggal 5 maret 2013
sampai ada tanggal 5 april 2013. Akumulasi waktu penelitian tersebut ditentukan
setelah memperkirakan detline waktu yang akan dibutuhkan dalam mengurus
semua proses administrasi dan pelaksanaan penelitian.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi merupakan suatu istilah yang sudah menjadi rahasia umum
dan familiar dikalangan masyarakat, apalagi ditambah dengan arus
informasi yang berkembang pesat, baik media elektronik maupun media
cetak, namun tidak semua orang memahami makna dan pengertian
populasi tersebut. Oleh karena itu Penulis merasa perlu untuk
mengemukakan pengertian populasi menurut pandangan para Ahli.
2. Sampel
Sampel yang ditentukan dalam hal ini adalah 15 kepala keluarga yang
telah terpilih diberikan angket dan beberapa orang sebagai instansi
pemerintah yang berhubungan dengan pemekaran wilayah Desa Baruga
Riattang akan diwawancarai.
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D. Tipe dan Sifat Penelitian
Dalam memperoleh hasil penelitian yang valid sangat tergantung dari sifat
penelitian yang digunakan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian
doktrinal dan indoktrinal. Doktrinal maksudnya adalah peneliti melakukan
penelusuran dan telaah serta analisis terhadap dokumen dan peraturan perundang-
undangan. Dikatakan nondoktrinal, karena peneliti juga melakukan wawancara
kepada pemerintah setempat dan masyarakat Desa Baruga Riattang.
Penelitian mengenai dampak pemekaran wilayah terhadap kesejaahteraan
masyarakat merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yakni memberikan
gambaran tentang situasi, kondisi dan strategi  dalam masalah pemekaran wilayah
di Desa Baruga Riattang.
E. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Dalam penulisan skripsi ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data
kualitatif. Kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan
data tanpa menggunakan prosedur statistik atau dengan cara lain dari
pengukuran (kuantifikasi).
2. Sumber Data
Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang digunakan adalah data
lapangan atau field research dan data  pustaka atau library research.
a. Field research atau penelitian lapangan, dengan cara-cara seperti
interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan
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mengadakan wawancara  dan tanya jawab pada informan penelitian
untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh
melalui angket yang dipandang meragukan.
b. Library research atau penelitian kepustakaan, dengan cara berusaha
menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku,
peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya.
F. Instrumen Penelitian
Dalam upaya pengumpulan data, suatu penelitian haruslah ditunjang oleh
instrument penelitian yang memadai, oleh karena gambaran penelitian akan
menjadi arah pandangannya bila ditunjang instumen yang tersedia. Hal ini
merupakan kondisi jasmani dan rohani yang sehat, akan dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik dan sempurna dengan alat tulis dan sarana penunjang
lainnya yang memadai. Oleh karena itu, maka suatu penelitian mutlak
membutuhkan instrumen dalam memperoleh data penelitian yang akurat dan
validitas data yang menggembirakan. E Joko Subagjo mengemukakan bahwa
instrument penelitian sebagai suatu pasangan para petugas lapangan merupakan
pedoman satu-satunya yang sengaja disiapkan dalam bentuk yang di kehendaki
untuk secara serentak dalam waktu yang ditentukan.
Demikian halnya dengan penelitian ini penulis telah menyiapkan beberapa
instrumen atau alat penelitian sebagai berikut:
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1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari
informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua
percakapan dengan sumber data.
G. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka dilakukan peneleitian
lapangan di desa baruga riattang dengan menggunakan metode pengumpulan data
primer dan sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau
penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan
langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara  dan tanya jawab pada
informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang
diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan.
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau
penelitian kepustakaan, dengan cara berusaha menelusuri dan mengumpulkan
bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi
lainnya.
1) Observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara
melihat langsung objek penelitian yang menjadi focus penelitian.38
38M. Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007), h. 114 s
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2) Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan
ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruktifkan makna
dalam satuan topic tertentu.39
3) Dokumentasi adalah data-data yang diperoleh di lapangan berupa
dokumen penting.
H. Metode pengolahan dan analisis data
a. Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh dari rekaman maupun data
tertulis.
b. Proses data dengan cara memilah-milah data.
Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam  penelitian,
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal bahasan masalah
dengan cara memberi kode-kode tertentu.
Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui relevansi dan kesahian data yang akan didiskripsikan dalam
menemukan jawaban permasalahan.
c. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang
sebelumnya telah dikategorikan.
39Esteberg, Metodologi Penelitian Kulitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Bumi Aksara,
2002), h.97
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I. Metode analisa data
Data ini menggunakan metode sebagai berikut:
a. Metode induktif, yaitu suatu metode menganalisa data yang sifatnya
khusus kemudian mengambil kesimpulan secara umum.
b. Metode deduktif, yaitu suatu metode menganalisa data yang sifatnya
umum kemudian mengambil kesimpulan secara khusus.
c. Metode komparatif, yaitu setiap data baik yang bersifat khusus
maupun yang bersifat umum di bandingkan kemudian di tarik
kesimpulan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat Desa Baruga Riattang
Desa Baru Riattang merupakan salah satu desa yang ada di wilayah
Kabupaten Bulukumba. Desa Baruga Riattang adalah desa yang baru
memekarkan diri dari Desa Kambuno pada januari 2012. Desa Baruga
Riattang wilayahnya berada di dataran tinggi dengan keadaan wilayah yang
belum memadai seperti harapan yang diinginkan baik kabupaten maupun
pemerintah provinsi khususnya infrastruktur.
Desa Baru Riattang yang sebagian besar wilayahnya untuk pertanian
dan persawahan tentu saja banyak akses jalan yang belum memadai sebagai
syarat untuk mendukung kelancaran transportasi, masih banyak jalan yang
berupa tanah, jalan-jalan hasil pengerasan beberapa tahun yang lalu,
disamping tuntutan pengguna jalan yang sangat tinggi serta keterbatasan dana
juga kemampuan warga masyarakat berswadaya membangun infrastruktur
khususnya kantor desa belum ada sehingga peningkatan pelayanan masyarakat
Desa Baruga Riattang belum maksimal.
Disamping itu Desa Baruga Riattang dalam melaksanakan program
pemerintahan baik pusat  maupun daerah baik pembangunan fisik belum
maksimal karena anggaran APBD Kabupaten pada belanja langsunnya sangat
kecil. Dalam rangka pembangunan infrastruktur, utamanya kantor desa di
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harapkan dapat meningkatkan kegiatan pelayanan dan kelancaran dalam
melayani masyarakat.
2. Keadaan Geografis Desa
Secarah geografis, kondisi Desa Baruga Riattang terletak di
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
Desa yang cukup produktif dan potensi sumber daya alam yang belum banyak
tergalih terutama pertanian dan perkebunan.
a) Luas Wilayah dan Batas Wilayah
1. Luas wilayah Desa Baruga Riattang dibagi menjadi 3 Dusun, 6 RW
dan 12 RT Pamong Desa dengan luas wilayah 704 ha terdiri dari :
Tabel 1: Luas Wilayah
No Keterangan Luas
1.
2.
3.
4.
5.
Sawah Irigasi
Tanah
Pekarangan/permukiman
Sawah/tadah hujan
Perkebunan
187 ha
150 ha
110 ha
87 ha
170 ha
Jumlah 704
Sumber: Kantor Desa Baruga Riattang
2. Batas wilayah
Tabel 2: Batas Wilayah
No Keterangan Batas
1.
2.
3.
4.
Sebelah Utara
Sebelah Barat
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Desa Kambuno
Desa Barugae
Desa Balang Taroang
Kelurahan Tanete
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Sumber: Kantor Desa Baruga Riattang
3. Kondisi Geografis
a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : ±153,8
b. Suhu udara rata-rata : 28 Derajat Celcius
4. Orbitan
a. Jarak dari Ibukota Kecamatan : 5 km
b. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 35 km
c. Jarak dari Ibukota Provinsi :  185 km
3. Keadaan Ekonomi Penduduk
a. Jumlah penduduk : adapun jumlah penduduk Desa Baruga Rittang
adalah 1.960 jiwa (521 KK) dengan rincian laki-laki sebanyak 931
jiwa dan perempuan 1.029 jiwa dengan jumlah KK miskin sebanyak
151 KK.
b. Mata Pencarian :
Tabel 3: Mata Pencaharian
No Keterangan Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
Petani
Buruh Tani
Pegawai Negeri
Pedagang
Peternak
1170
81
8
61
140
Jumlah 1460 Jiwa
Sumber: Kantor Desa Baruga Riattang
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4. Tingkat Pendidikan
Tabel 4 : Tingkat Pendidikan
No Keterangan Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lulusan SD
Lulusan SLTP
Lulusan SLTA
Sekolah SD tapi tidak Tamat
Sarjana
Tidak Sekolah
Belum Sekolah
78
182
272
169
138
132
67
Jumlah 1038
Sumber: Kantor Desa Baruga Riattang
Dari semua data-data diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk
Desa Baruga Riattang adalah petani dan buruh tani yang lahan garapannya
juga tidak luas. Mereka mengandalkan hasil pertanian , apabila hasil pertanian
meleset dari perkiraan maka pupuslah harapan mereka, di samping itu
tingginya angka kemiskinan atau pengangguran juga merupakan penanganan
yang sangat serius. Adapun kelompok tani yang ada di Desa Baruga Riattang
sebanyak 12 kelompok yaitu; Hayat Jaya, Sipakainge, Bakti Jaya 1, Bakti Jaya
2, Bakti Jaya 3, Kaseseng 1, Kaseseng 2, Kaseseng 3, Buhung Lohe,
Cingranae, Tammalegga, dan Aju Arae.
B. Implementasi Kebijakan
Seperti yang kita ketahui bahwa implementasi dan kebijakan itu dapat
dibedakan dan mengandung arti yang berbeda yakni, implementasi merupakan
pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah secarah terarah, terkoordinasi untuk
mencapai sasaran kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah prinsip atau cara
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bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Jadi
implementasi kebijakan merupakan keseluruhan dari kegiatan-kegiatan dari suatu
kelompok aksi yang ditunjukan untuk mempercepat atau menghambat
pelaksanaan suatu kebijakan tertentu. Adapun indikator implementasi kebijakan
pada penelitian ini ialah :
1. Peraturan menteri dalam negeri no. 28 tahun 2006
Peraturan menteri dalam negeri no. 28 tahun 2006 tentang Pembentukan,
Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dapat berupa
penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau
pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di
luar Desa yang telah ada.
Tanggapan responden mengenai pembagian atau pemekaran wilayah
a. Pembagian atau pemekaran wilayah yang dilakukan di Desa Kambuno
menjadi Desa Baruga Diattang.
Dari lima belas orang yang di wawancarai mereka setujuh dengan adanya
pemekaran ini karena jauhnya akses kantor Desa sebelum adanya pemekaran
setelah adanya pemekaran pembagunan sarana dan prasarana sudah
meningkat.
Hal tersebut berarti bahwa Pembagian atau pemekaran wilayah yang
dilakukan di Desa Kambuno menjadi Desa Baruga Diattang merupakan
kategori setujuh.
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b. Pemekaran Desa di wilayah Baruga Riattang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pemekaran Desa di wilayah
baruga riattang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
c. Setelah pemekaran Desa, pelayanan masyarakat desa jauh lebih baik
Tanggapan responden mengenai pelayanan masyarakat yang terjadi
setelah pemekaran yang dilakukan di Desa Kambuno menjadi Desa Baruga
Riattang  di dominasi jawaban kategori baik. Hasil ini menunjukkan bahwa
perubahan pelayana masyarakat sudah baik karena dekatnya pelayanan dari
wilayah masing-masing rumah mereka.
2. Peraturan Pemerintah No 129 Tahun 2000
Peraturan pemerintah No 129 tahun 2000, tentang kriteria persyaratan, dan
prosedur pembagian atau penggabungan wilayah, pada prinsipnya demi
kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
Tanggapan responden mengenai perubahan yang terjadi setelah
pembagian wilayah
a. Perubahan yang terjadi setelah pembagian wilayah tersebut khususnya dalam
bidang pembangunan infrasruktur.
Diketahui bahwa tanggapan responden mengenai perubahan yang terjadi
setelah pembagian wilayah setelah khususnya dalam bidang infrastruktur itu
sudah berubah karena sudah banyak pembangunan yang ada di Desa Baruga
Riattang seperti pengaspalan jalan dan pengecoran irigasi persawahan.
66
C. Dampak Pemekaran Terhadap Kesejahteraan masyarakat
Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu situasi yang tercipta dengan
pertumbuhan perekonomian suatu masyarakat sudah sesuai dengan tingkat
pendapatan dan kebutuhan.
1. Ekonomi
Ekonomi adalah apabila pertumbuhan ekonomi baik maka tingkat pendapatan
masyarakat juga akan meningkat, selain itu dari peningkatan pendapatan yang
terjadi masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik
a. Setelah terjadi pemekaran pertumbuhan ekonomi mengalami suatu peningkatan
Tanggapan responden mengenai pertumbuhan ekonomi setelah terjadi
pemekaran di Desa Baruga Riattang dengan jawaban kategori meningkat karena
hasil pertanian yang ada di Desa Baruga Riattang melimpah karena petani sudah
mudah mendapat bantuan pupuk karena sudah banyak kelompok tani yang di
bentuk di Desa Baruga Riattang.
b. Setelah terjadi pemekaran tingkat pendapatan masyarakat mengalami suatu
peningkatan
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan
masyarakat mengalami peningkatan di karenakan penghasilan petani melimpah
dan jalur teransportasi sudah lancar yang memudahkan pedagang yang dulunya
tidak bisa masuk di lokasi karna jeleknya jalanan atau alur teransportasi dan kini
sudah bagus.
c. Peran pemerintah yang strategis untuk mendorong masyarakat dalam
meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat setelah terjadi pemekaran
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Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan
penting dalam hal meningkatkan kesejahteraan rakyat salah satunya dalam hal
perekonomian yang di mana pemerintah mempercepat pembangunan akses jalan
dan memperbanyak kelompok-kelompok tani di Desa Baruga Riattang.
2. Perumahan
Perumahan Adalah salah satu unsur pokok dari pada kesejahteraan rakyat,
disamping sandang dan pangan, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata
dalam keseluruhan.
a. Pemerintah mengeluarkan dana perbaikan untuk rumah layak tidak huni di
Desa Baruga Riattang
Tanggapan responden tentang dana perbaikan rumah tidak layak huni di
Desa Baruga Riattang, masyarakat  sangat merespon karena masih ada rumah di
Desa baruga Riattang yang kurang layak untuk dihuni dan kesejahteraan
masyarakat di lihat juga dari tempat tinggal penduduk di sekitar Desa.
b. Bantuan dana perbaikan rumah dari pemerintah di salurkan secara merata
kepada seluruh masyarakat Desa Baruga Riattang
Tanggapan responden mengenai bantuan dana perbaikan rumah dari
pemerintah di salurkan secara merata kepada seluruh masyarakat Desa Baruga
Riattang, itu sudah merata di mana pemerintah Desa melakukan survei sebelum
menyalurkan bantuan dana perbaikan rumah dan melihat langsung lokasi rumah
yang betul-betul memerlukan bantuan.
68
3. Lingkungan
Lingkungan, sangat perpengaruh pada pemekaran desa bagi kesejahteraan
petani dapat diukur dari tingkat pencerahan dan berkembangnya potensi sumber
daya alam yang dapat dikembangkan oleh masyarakat.
a. Setelah terjadi pemekaran desa sumber daya alam di Desa Baruga Riattang
mengalami suatu peningkatan.
Tanggapan responden mengenai peningkatan pendapatan sumber daya
alam yang ada di Desa Baruga Riattang meningkat karena usaha pemerintah
setempat mengadakan bantuan-bantuan bagi petani seperti pengecoran irigasi
persawahan di mana petani tidak susuh lagi untuk mendapatkan air untuk sawah
mereka dan bantuan-bantuan pupuk untuk hasil perkebunan lainnya melalui
kelompok-kelompok tani yang sudah terbentuk.
b. Berkembangnya potensi sumber daya alam dapat mempengaruhi peningkatan
kesejahteraan masyarakat
Tanggapan responden dengan berkembangnya potensi SDA dapat
mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Baruga Riattang, itu
sangat mempengaruhi secara otomatis berkembangnya sumber daya alam maka
bertambah penghasilan penduduk Desa.
c. Masyarakat Desa Baruga Riattang berpotensi mampu meningkatkan SDA
Tanggapan responden mengenai masyarakat Desa Baruga Riattang
berpotensi mampu meningkatkan SDA, ini mampu terlaksana peningkatan sumber
daya alam apabila pemerintah terus bekerja keras untuk kesejahteraan masyarakat
“hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa bahwa rencana di tahun 2014 ini
dia akan mendirikan pabrik lombok kemasan di Desa Baruga Riattang agar ada
hasil tani yang tetap garap oleh petani Desa”.
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4. Pendidikan
Pendidikan adalah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka
mengembangkan dan meningkatkan SDM melalui pendidikan adalah realisasi
program wajib belajar 9 tahun.
a. Setelah terjadi pemekaran desa pendidikan dapat meningkatkan SDM
masyarakat setempat
Tanggapan responden mengenai pendidikan dapat meningkatkan SDM
masyarakat setempat di dominasi jawaban kategori sangat meningkat karena
pemerintah setempat telah membangun sekolah tingkat lanjutan pertama situ
dapat dilihat betapa pedulinya pemerintah setempat dengan peningkatan SDM di
bidang pendidikan.
b. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Baruga Riattang dapat mendorong dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Tanggapan responden mengenai Tingkat pendidikan masyarakat Desa
Baruga Riattang dapat mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
dominasi jawaban kategori sangat mendorong, di mana anak yang dulunya tidak
sekolah Cuma tau berkebun atau bertani kini dengan adanya pendidikan anak-
anak yag sudah sekolah tidak Cuma tau berkebun tapi juga mengetahui tata cara
atau teknik berkebun yang baik.
c. Setelah terjadi pemekaran pemerintah berupaya untuk meningkatkan SDM
melalui pendidikan program wajib belajar 9 tahun
Tanggapan responden mengenai apakah pemerintah berupaya untuk
meningkatkan SDM melalui pendidikan program wajib belajar 9 tahun, sudah
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berupaya dan menuai hasil yang memuaskan karena dengan ada sekolah swasta
yang di bangun anak-anak yang lulus dari sekolah dasar tidak susah lagi mencari
sekolah lanjutan dan dilihat dari segi vinansial tidak menyusahkan bagi
masyarakat atau orang tua siswa.
D. Kendala-kendala yang dihadapi oleh orang-orang yang ingin memekarkan
Kendala yang dihadapi oleh pihak yang ingin memekarkan  Desa
Kambuno adalah susahnya mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh
masyarakat untuk membahas masalah pemekaran wilayah karena aktifitas warga
di Desa Kambuno sebagian besar adalah petani, apalagi adanya kesalah pahaman
diantara warga masyarakat di Desa Kambuno dan kendala utama ialah tidak
maunya Kepala Desa Induk untuk menyetujui usulan dari masyarakat.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian diatas adalah sebagai berikut:
1. Efektifitas peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 tentang
pembentukan desa. Yaitu pemekaran Desa di Baruga riattang itu sesuai
dengan peraturan yang di terapkan baik dari segi keriteria pemekaran desa
maupun dari segi persyaratan yang di keluarkan oleh menteri dalam negeri
nomor 28 tahun 2006.
2. Dampak yang ditimbulkan dari pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan
masyarakat di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten
Bulukumba ini berdampak positif di mana kesejahteraan masyarakat
meningkat melalui factor pendorong dari segi
ekonomi,pembangunan,pendidikan dan sumber daya manusia maupun
sumber daya alam.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemekaran wilayah di Desa Baruga
Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ialah pada saat
pengusulan pertama kepala Desa induk tidak menyetui adanya pemekaran,
lalu yang kedua susahnya mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh
masyarakat yang ada di desa kambuno.
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B. Saran
1) Dari hasil penelitian sudah menujukkan bahwa dampak pemekaran
wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat telah memberi dampak yang
baik namun masih perlu ditingkatkan lagi supaya kesejahteraan
masyarakat agar semakin membaik.
2) Hendaknya Kepala Desa lebih pro-aktif dalam mengawasi jalannya
implementasi kebijakan pemekaran desa sesuai dengan aturan yang
berlaku tersebut agar kesejahteraan masyarakat lebih meningkat lagi.
3) Dengan segala keterbatasan dalam penelitian ini, penulis berharap agar
dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan varibel-variabel yang
diteliti sebelumnya.
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